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Tesisini membahas tentang Hak Terkait dengan Hak Ciptayang ada pada Televisi selaku Lembaga
Penyiaran yang mempunyai Hak Eksklusif dan wajib memiliki Hak Siar dalam menyiarkan program acara
maupun film yang juga melibatkan para Artis ataupun produser (pelaku) sebagai pengisi dalam program
acaratelevisi. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil bahwa Lembaga Penyiaran Televisi yang ada saat
ini masih banyak yang melanggar Hak Terkait dengan Hak Cipta para pelaku seni. Hal ini dapat dilihat dari
banyaknya film yang diputar ditelevisi yang belum memiliki Hak Siar atas film tersebut. Seharusnya
Lembaga Penyiaran Televisi membeli Lisens atau memberikan Royalti pada Pelaku film tersebut karena
Pelaku film tersebut memiliki Hak Eksklusif untuk membuat, memasarkan dan menyiarkan film tersebut.
Dalam hal ini seharusnya KPI (Komisi Penyiaran Indonesia) membantu pemerintah dalam mengawasi
penyiaran televis secara ketat, dan diterapkannya Undang-undang yang berlaku untuk menindak secara
tergas Lembaga Penyiaran Televisi yang melakukan pelanggaran Hak Terkait dengan Hak Cipta, khususnya
Undang-undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

...... This thesis discusses the Neighbouring Rights that is on Television as having Broadcasters are required
to have Exclusive Rights and Broadcasting Rights in broadcast and film programs that also involve the artist
or producer (actor) asafiller in atelevision program. Based on research results obtained showed that the
existing Television Broadcasters are still many who violate the Copyright Related Rights with the principals
of art. It can be seen from the many films shown on television who have not had Broadcasting Rights for the
film. Television Broadcasters should buy alicense or give royalties to the actors the film because the film's
actors have Exclusive Rights to make, market and broadcast the film. In this case it should KPI (Indonesia
Broadcasting Commission) to assist the government in overseeing the television broadcasting tightly, and
the implementation of the Act that apply to crack down on the tergas Television Broadcasters who violate
the Copyright Related Rights, in particular Law No. 19 of 2002 on Copyright.
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